Mengingat ot

| A ;Me‘nimbéng - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemermtah T
e ~ Nomor 58 Tahun 2005 tentang- pengelolaan keuangan daerah juncto . =
- pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun =~ - o

Ny

BUPATI "BENGKALls‘”.

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 01/KPTS/II2013

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)

B PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BENGKALIS

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menunjuk' '
" Kuasa . Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemenntah Kabupaten
‘ Bengkalls : . ,
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. MEMUTUSKAN

Menunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemermtahf_;"}'?
.- Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 sebagalmana tercantum pada" L
~ Lampiran Keputusan ini. ' :

o ‘Pejabat sebagalmana dlmaksud pada DlKTUM KESATU adalah
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‘a. menylapkan anggaran kas
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- Dalam melaksanakan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KEDUA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara
Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

: Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA angka 3

(Kepala Sub Bagian Perbendaharaan) berhalangan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Bengkalis
yang menerbitkan SP2D sebagaimana tercantum pada kolom 2 nomor urut 1
dalam lampiran keputusan ini, maka ditunjuk Kepala Sub Bagian Anggaran
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mewakili
Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) sebagaimana tercantum pada kolom 2 nomor urut 2 dalam
Lampiran Keputusan ini.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Januari 2013

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Riau di Pekanbaru

NOORAWN

. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau

. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis

. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis

. Inspektur Kabupaten Bengkalis

Direktur PT. Bank Riau Kepri di Pekanbaru

Direktur PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Bengkalis



